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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.TA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN TORA.'A UTARA TAHUN ANCOENEU ZOZO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA^'A UTARA,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebiiakan umum Anggarandan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antarakegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan siaa lebih tahun anggaran sebelumnya harusdigunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan mal<a perlu dilakukan perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Daerahtentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggran 2020.

Menimbang 

BUPATITORAJAUTARA. 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TORAJA UTARA, 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara 

kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggran 2020. 



I' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Irmbaran Negua Republik Indonesia Tatrun 2000 Nomor 130,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebae dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indoneeia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uudang Nomor 30
Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lambaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Repubtk Indonesia Tah
Negara Republik Indonesia

Keuangan antara pemerintah pusat dan
un 2004 Nomor 126, Tambahan Iembaran

9. Undang-Undang Nomor 2g
Nomor 4438);
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten a Utara di provinsi SuLawesiSelatan (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2O0g Nomor 101, Tambahan kmbaran Negiara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 48741;

10. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tenhng PCiak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran NegaraRepublik Indoneeia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana
,

telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OtS Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I"embaran Negiara Republik IndoneeiaTahun 2015 Nomor Sg, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
12, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan UmumNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Iembaran Negara RepublikIndoneeia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor Z4 Tahun 2Ol2tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana Negara RepublikTahun 2OO5 Nomor l3Z, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

(Lembaran Negara

n

14. Peraturan Pemerinta-h Nomor 56 Tahun 20OS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Nomor 4421); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang perubatran Atas
Peraturan Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangnn Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51SS);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tatrun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintatr
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambatran Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negnra RepubHk Indoneeia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atao penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneeia Nomor 6041);

18' Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2017 tantang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota
Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2Ol7 Nomor 106,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 612g);

20. Feraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambatran Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 6279);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indoneeia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 450) telah diubah beberapa kali terat<trir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan K.inerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tantang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 



Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubanan lGtiga atas Peraturan lvlenteri Dalaft Negcri Nomor 32 Tahun 2o1ltentang Pcmbcrian Hibah dafl Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah(Bcrita Negara Rcpubllk Indonelia Tahun 2018 Noaor 465);
23' peratuftn Mcntcti D'l'"'' Neged Nomor 62 Tahun 2017 tcntang tbdonan pengelornpol(an Kcuangan Da€rahscrta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana opereslonal (Bcrita Nagara Repubuk Indonesla Tahuri 2o1zNomor 1067);

24. Peraturan Mentcri Nomor lg Tahun 2019 &ntan8 Lapomn dan Dvaluagi penyelcnggaraan Femerintah Daerah(kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2019 NoEor 52, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik IndonesiaNorror 6323);
25' Peraturan Mcntcrt Dalam NegEri Nonor 33 Tlhun 2019 tcntang pedoman penyuaunan Anggaran Fcrdapatandan Bela,lja Daerah lbhun Anggarafl 2020 (Berita Negara Rcpublik Indoncda Tehun 2019 Nomor 6551;26' Fchturan Daerah Iabupatcn Toraja utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Fokok-Fokok pengelotaan lGuanganDarrah (L€mbaran Daerah lGbupatan Toraja utara ?ahun 2olo Nomor 11, Tambahan Lmbaf,an DaerahIhbupaten lorq1-a Utara Nomor Ol;
27. Peraturan Dacrah Kabupaten Torqia Utara Nodror 4 Tahun 2016 tentang pcrnbcntulGn dan SusunanPcrangkat Daefah (I'mbatan Dacmh Kabupatcn Torqia utara Tahun 2016 Nornor 4, Tambahan LmbafanDaerah l(abupat€n Ton{a Utara NoEor 6l);
28' Pcraturan Daerah Kabupaten Ilor{a utara Nomor 17 Tahun 2ol9 tcntang Anggaran Fcndapatan <tan BelanjaDaerah Kabupated Torslia utffa Tahun Angaran 2o2o (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia utaraTahun 2019 Nomor lZ).

MEMUTUSKAN

M€NETEPKAIT : PERATURAT{ DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAI{ PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH KABT,PA?ENTORA'A UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Menetapkan 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelompokan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

24. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2019 Nomor 17). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. 



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 diubah sebognr berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daerah rahun Anggaran 2020 semulah be{umlah Rpl, 17 4. 124.883.672,00
bertambah aejumlah Rp1. 142.576. 248.A4t,81 sehingga menjadi Rp3 1.548.634.880, 19 dengan rincian sebagai

1. Semula
2. *ftalo,;},ahl

RpL. 17 4. 124.883.672,00

Jumlah Pendapatan setelalr Perubahan Rp1. 1a2.576.248.84 1,8 I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah I(abu

Pasal I

paten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran

Rpl.l7 4.17 4.883.672,00

Rp 1. 196.886. 298.643,52
Rp54.310.0a9.801,71

Rp3.500.000.000,00

ti

t:
a.

b.

c.

1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang|

Jumlah Belanja setelah Perubahan
SURPLUS / DEFISIT

Pembiayaan Daerah:

a) SemuLa

b) Bertambah/ (Berkurang)

1

7
Jum1ah Penerimaan Setel,ah Perubahan Rp58.010.049.801,71

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Rp3.500.000.000,00 
Rp54.510.049.801, 71 
Rp58.010.049.801, 71 

Rpl .174.174.883.672,00 
Rp22.71 l.414.971,52 

Rpl .196.886.298.643,52 
Rp54.310.049.801,71 

Rpl.174.124.883.672,00 
(Rp3 l .548.634.830, 19) 

Rpl .142.576.248.841,81 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 
b. Belanja 

1. Semula 
2. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
SURPLUS / DEFISIT 

c. Pembiayaan Daerah: 
1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula 
b) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semulah berjumlah Rpl.174.124.883.672,00 
bertambah sejumlah Rpl.142.576.248.841,81 sehingga menjadi Rp31.548.634.830,19 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Pendapatan 

1. Semula 
2. Bertambah/(Berkurang) 



2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Netto

Siaa L€bih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp54.310.049.801,71

RpO,00

I Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daeratr sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf a terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah oejumlah Rp77.433.903.235,00;
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp856.23g.g65.616,g1; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp208.903.479.490,OO. . r
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
a. Pajak Daerah sejumlah Rp25.549.021.000,00;
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp21.373.300.000,00; .

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp5.036.1g3.30O; dan .

Iain Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp2S.475.399.49S,00.
bana Perimbangan s]a dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis pendapatan:
a. BaA Hasil Pajak/Bagi Haeil Bukan Pajak sejumlah Rp15.412.702.000,00;
b. DanaAlokaeiUmum sejumlah Rp509.432.943.000,00; dan

(2t

(3)
d.

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp186.S13.599.616,91
(a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

Daerah lainnya Rp37.480.989.490,00; va.
b.
c.
d.
e.

Dana Bagi Hasil Pqjak dari provinsi dan pemerintah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) Rp0,00;
Bantuan Keuangrln dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp59.267.6a0.000

Lainnya Rp5O.3O4.9OO.00O,0O; dan
Dana Kapitasi JKN Rp0,O0.

,00;

, .. 

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(Rp3. 700.000.000,00} 
Rp54.310.049.801, 71 

Rp0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp77.433.903.735,00; 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp856.238.865.616,8�; dan · · 
c. La.in-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp208.903.479.490,00. . 1 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp25.549.021.000,00; · 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp21.373.300.000,00; · 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah RpS.036.183.300; dan · 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp25.475.399.435,00. .. 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan: 
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp13.412.702.000,00; " 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp509.432.943.000,00; dan 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp186.513.599.616,81 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp37.480.939.490,00; ,v 
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) Rp0,00; 
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp59.767.640.000,00; 
d. Pendapatan Lainnya RpS0.304.900.000,00; dan 
e. Dana Kapitasi JKN Rp0,00. 



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagei berikut:

(f ) Belanja Daerah tebagaimana dimaksud dalam Paeal t huruf b terdiri dari:
a. Belarda Tidak langsung sejumlah Rp591.938.230.692,52; datt
b. Belanja Langeung sejumlatr Rp604.948. 068.95 1,00.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlatr Rp337. 364.95 8.7 04,52 ;
b. Belanja Bunga. sejumlah Rp0,00;
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00;
d. Belaqja Hibah sejumlah Rp53.459.300.000,00;
e. Belar{a Bantuan Sosial sejumlah Rp0,00;
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Rp3.788.530.000,00;
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan

Rp194.325.441.988,00; dan
h. Belanja Tidak Terduga sejumlatr Rp3.000.000.000,00.

Pasal 3

Pasal 4

sejumlah

Desa sejumlah

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pega.wai sejumlah Rp8. 22 3.338. 880,00 ;

a Barang dan Jasa sejumlah Rp306.437.167.O24,OO; dan
c. Belaqja Modal sej umLah Rp29O. 287. 56 2.047,OO.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.

(1) Pembiayaan Daerah sebagFimana dimaksud dalam Pasal t huruf c terdiri dari:

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa.11 huruf b terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp591.938.230.692,52; dan 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp604.948.068.951,00. 

(2) Belanja Tidak La.ngsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp337.364.958.704,52; 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp0,00; 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00; 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp53.459.300.000,00; 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0,00; 
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah 

Rp3. 788.530.000,00; 
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah 

Rp194.325.441.988,00; dan 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp3.000.000.000,00. 

(3) Belanja La.ngsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah RpS.223.338.880,00; 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp306.437.167.024,00; dan 
c. Belanja Modal sejumlah Rp290.287.562.047,00. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: 



Pembiayaan Daerah sejumlah Rp5g.0 1 0. 049. g0 1, Z I ; dan
Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3. 70O.O00.OOO, OO.

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis

Sisa L€bih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp39.4 1 1.929 .651,2 t;
Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00;
Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah RpO,OO;

Pinjaman Daerah dari pemerintah pusat eejumlah RpO,00;
Kembali Pemberian pinjaman
Piutang Daerah Rp0,00; dan

sejumlah Rp0,00;

Kegiatan Lanjutan Rp0,00.
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud

pembiayaan:
pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,0O;
Penyertaan Modal (Inveetasi) pemerintah Daerah
Pembayaran Utang pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejumlah Rp0,00;
Penyetoran Kembali Rp0,0O;
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah RpO,00; dan
Utang Biaya Lanjutan Rp0,O0.

4. Ketentuan Pasal S diubah sehingga berbunyi sebagai berikutl

a,
b.

a.
b.
c.
d.
e,

f.

s.

a.
b.
c,
d.
e.

f.

Rp3.700.000.00O,00;

dimaksud dalam pasal l,

Pasal 5

Uraian lebih lanjut pendapatan dan BeLanja Daerah
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terdiri dari:

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp58.010.049.801,71; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.700.000.000,00. 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp39.411.929.631,71; 
b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00; 
c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp0,00; 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp0,00; 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00; 
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan 
g. Kegiatan Lanjutan Rp0,00. 

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00; 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp3. 700.000.000,00; 
c. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejumlah Rp0,00; 
d. Penyetoran Kembali Rp0,00; 
e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00; dan 
f. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00. 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang 
terdiri dari: 



I

u
1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8
9

APBD;

APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
ilI Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintatran Daeratr, Organisasi Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;
Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organieasi, program dan

Kegiatan;
Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daeratr untuk Kesel,arasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI Daftar Jumlah Pega.wai Per Golongan dan per Jabatan;
Lampiran VII Daftar Piutang Daeratr;
Lampiran VIII Dafter Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Lampiran IX Daftef, Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

dan Pengurangan Aset Lainnya;Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan

12.
13.

Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

lo.
11.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjatraran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan ApBD.

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

5. Ketentuan Pasal 6 diu bah sehingga berbunyi se bagai beriku t: 

Pasal6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 
3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 



Pasel II

hrahrran Dacmh ini mul,ai b€rlalil p€da tanggBl diundangkan.

pcngundengan Feraturanr Daeratr ini dengan penempatann,'a

13 Oktober 2020

u .(

pada tanggel 13 Ottobcr 2O2O

NETARI

rri
","tn

T ti

D

TORA.IA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 4.

' t. 
' ,· �- 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar aetiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupa.ten Toraja Utara. 

Ditetapkan di Rantepao 
�da tanggal 13 Oktober 2020 

......... �-roRAJA UTARA, 
\\ .,... \ \ 

. \: 
"h" i; 

,1/ 

Diundangkan di Rantepao 
pa.da tangal 13 Oktober 2020 

DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHON 2020 NOMOR 4. 

NOREG PERATURAN DAERAHKABUPATEN TORAJA UTARA PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.004.102.20. 


